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ABSTRAK   
Praktik pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang banyak terjadi di 

Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis komunikasi keluarga dalam pengambilan 

keputusan pada praktik pernikahan anak di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada 

bulan Juni sampai November 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara mendalam, fokus grup diskusi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan pernikahan pada keluarga status 

sosial ekonomi rendah (KSSR) dilakukan oleh orang tua. Ayah selaku pemimpin di dalam 

keluarga berperan besar dalam memutuskan pernikahan bagi anak mereka. Orang tua (bapak) 

memiliki kewenangan yang mutlak dalam mengambil keputusan pernikahan pada anak mereka. 

Anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) tidak memiliki kuasa dalam 

menentukan kapan dan dengan siapa mereka ingin melangsungkan pernikahan. Kapasitas dan 

kemampuan anak pada keluarga status sosial ekonomi rendah (KSSER) dalam mengambil 

keputusan cenderung sangat lemah. Sedangkan pada keluarga status sosial ekonomi tinggi 

(KSSET), pengambilan keputusan dalam hal pernikahan dilakukan oleh anak mereka sendiri. 

Anak-anak menjadi pengambil keputusan yang sangat dominan dan mutlak dalam menentukan 

dengan siapa dan kapan mereka ingin melangsungkan pernikahan. Anak-anak pada keluarga 

status sosial ekonomi tinggi (KSSET) memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup tinggi 

dalam mengambil keputusan. 

 

Kata kunci :  komunikasi, keluarga, keputusan, pernikahan anak 

 

ABSTRACT   

The practice of child marriage is one of the most common social problems in Indonesia. The 

purpose of this study is to analyze family communication in decision-making on the practice of 

child marriage in Makassar City. This study uses a qualitative approach with a case study 

design. The research was conducted in Makassar City from June to November 2020. Data 

collection was carried out through observation, in-depth interviews, focus group discussions, 

and documentation. The results showed that family communication in making marriage 
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decisions in families of low socioeconomic status (KSSR) was carried out by parents. Fathers as 

leaders in the family play a major role in deciding marriages for their children. Parents 

(fathers) have absolute authority in making marriage decisions for their children. Children in 

low socioeconomic status families (KSSER) do not have the power to determine when and with 

whom they want to get married. The capacity and ability of children in low socioeconomic 

status families (KSSER) to make decisions tend to be very weak. Whereas in families with high 

socioeconomic status (KSSET), the decision-making in terms of marriage is made by their own 

children. Children become very dominant and absolute decision-makers in determining who 

and when they want to get married. Children in families with high socioeconomic status 

(KSSET) have a fairly high capacity and ability to make decisions. 

 

Keywords : communication, family, decisions, child marriage 

 

 

PENDAHULUAN 
Pada poin ke-5 dalam Sustainable 

Development Goals (SDGs) tentang 

kesetaraan gender menyebutkan upaya 

penghapusan segala praktik-praktik yang 

membahayakan pada perempuan, seperti 

perkawinan anak, dini dan paksa sebagai 

salah satu dari beberapa tujuan pokok pada 

kesepakatan pembangunan global tersebut. 

Namun sampai pada saat ini, praktik-praktik 

pernikahan anak masih terus terjadi di 

berbagai belahan dunia, khususnya pada 

negara-negara berkembang seperti 

Indonesia. 

Di Indonesia, data terbaru yang 

diterbitkan BPS et al., (2020) menyebutkan 

bahwa angka prevalensi pernikahan anak 

sebesar 11,22 persen. Setiap satu dari 

sembilan anak perempuan melangsungkan 

pernikahan sebelum mereka berulang tahun 

ke 18 (BPS et al., 2020). 

Dari berbagai penelitian yang dilakukan, 

baik di dalam maupun luar negeri diketahui 

bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya 

berefek pada anak itu sendiri tetapi juga 

berefek pada orang tua. Parsons et al., 

(2015) misalnya, menyebutkan bahwa 

praktik pernikahan anak secara konsisten 

menunjukkan risiko negatif pada aspek 

ekonomi, sosial, demografi dan kesehatan 

bagi anak, keluarga maupun komunitas 

mereka. 

Penelitian Chandra-Mouli et al., (2013) 

di India, menyebutkan bahwa praktik 

pernikahan anak memiliki berbagai 

konsekuensi kesehatan negatif bagi anak 

perempuan berupa peningkatan risiko 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), 

infeksi menular seksual, kehamilan dini, dan 

depresi. Lebih lanjut penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa praktik pernikahan 

anak juga cenderung memiliki anak yang 

meninggal saat lahir. Temuan yang sama 

dikemukakan oleh Erulkar (2013) dalam 

penelitiannya yang  menyatakan bahwa anak 

perempuan usia 15 sampai 19 tahun jauh 

lebih mungkin untuk mengalami komplikasi 

selama kehamilan dan persalinan 

dibandingkan dengan mereka yang berusia 

di atas 20 tahun. 

Selain masalah kesehatan, pernikahan 

anak juga menimbulkan efek merusak 

lainnya. Praktik pernikahan anak sering kali 

menyebabkan berakhirnya pendidikan dan 

peluang kerja pada anak perempuan. 

Penelitian John et al., (2019) di Ethopia dan 

Nigeria disebutkan bahwa praktik 

pernikahan anak menyebabkan tekanan 

emosional dan depresi karena beban 

tanggung jawab perkawinan pada usia anak 

sangat tinggi. Sedangkan penelitian 

Muhanguzi et al., (2017) menjelaskan bahwa 

anak perempuan yang menikah sangat 

berisiko mengalami kekerasan seksual, fisik, 

dan emosi dari pasangannya atau keluarga 

pasangannya. 

Di sisi lain, berbagai penelitian juga 

menunjukkan bahwa tingginya praktik 

pernikahan anak disebabkan karena faktor 

ketimpangan gender (Marshan et al., 2013; 

Koski dan Heymann, 2018; Kalosa, 2018), 

pendidikan dan rendahnya pengetahuan 

(Dwinanda et al., 2015; Arimurti dan 

Nurmala, 2017), kemiskinan (Dake et al., 

2018; Schaffnit et al., 2019), budaya dan 
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keyakinan (Arab dan Sagbakken, 2019; 

Cislaghi et al., 2019).  

Praktik pernikahan anak pada dasarnya 

juga sangat ditentukan oleh orang tua dari 

anak itu sendiri. Penelitian Murithi, et al., 

(2019) menjelaskan bahwa pernikahan anak 

seringkali diatur oleh orang tua atau 

keluarga pengantin perempuan di mana 

praktik tersebut cenderung merupakan 

perkawinan poligami. Lebih lanjut 

diungkapkan bahwa anak perempuan yang 

dinikahkan oleh orang tua mereka seringkali 

tidak memiliki kuasa untuk memilih dengan 

siapa mereka menikah dan kapan mereka 

ingin melangsungkan pernikahan. Kalosa, 

(2018) juga menyebutkan hal yang sama 

bahwa anak perempuan seringkali tidak 

memiliki kuasa atas tubuh dan hidup 

mereka. Keputusan pernikahan yang mereka 

alami seringkali ditentukan oleh pihak-pihak 

di luar dari dirinya. 

Keputusan menikahkan anak yang 

diambil orang tua tersebut sangat 

dipengaruhi oleh bentuk komunikasi yang 

terjadi di dalam keluarga. Fitzpatrick dan 

Badzinski menyebutkan bahwa salah satu 

karakteristik komunikasi yang terjadi di 

dalam keluarga yaitu komunikasi yang 

mengontrol yakni tindakan komunikasi yang 

mempertegas otoritas orang tua atau 

egalitarianisme orang tua ke anak (Lestari, 

2012). Dalam penelitian Wahi et al., (2019) 

disebutkan bahwa orang tua terkadang 

mengancam dan menekan anak mereka 

untuk segera melangsungkan pernikahan. 

Penelitian Mahfudin dan Waqi’ah (2016) di 

Sumenep, Jawa Timur juga menemukan 

bahwa salah satu penyebab pernikahan anak 

yaitu masih umumnya terjadi budaya 

perjodohan yang dilakukan orang tua 

terhadap anak mereka.  

Seiring dengan masih tingginya praktik 

pernikahan anak yang terjadi di masyarakat, 

maka penting untuk dilakukan sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana bentuk komunikasi 

keluarga dalam pengambilan keputusan pada 

praktik pernikahan anak tersebut. Penelitian 

ini dilakukan di Kota Makassar karena Kota 

Makassar merupakan salah satu daerah 

dengan angka pernikahan anak cukup di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar tahun 2018 menyebutkan bahwa 

ada sekitar 2.134 anak usia di bawah 18 

tahun yang berstatus menikah di Kota 

Makassar. 

Kondisi ini cukup memprihatinkan 

mengingat bahwa di Kota Makassar sejak 

tahun 2019 telah dikeluarkan Peraturan 

Walikota (PERWALI) Nomor 64 tahun 

2019 tentang pendewasaan usia perkawinan 

(PUP), namun praktik-praktik pernikahan 

anak tersebut masih terus terjadi. Hal ini 

apabila tidak segera ditangani dengan baik 

akan memiliki berbagai dampak negatif 

yang tidak hanya dirasakan oleh anak itu 

sendiri, tetapi juga dapat dirasakan oleh 

orang tua/keluarga. 

 

METODE PENELITIAN  
Secara umum, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

desain studi kasus (case study). Neuman 

(2016) menyatakan bahwa studi kasus 

merupakan penyelidikan mendalam atas 

berbagai informasi mengenai suatu kasus 

dan secara intensif fokus menyelidiki satu 

atau himpunan kecil informasi detail dari 

kasus tersebut dan konteksnya. 

Penelitian ini dilakukan di Kota 

Makassar pada tiga wilayah yaitu wilayah 

perkotaan (Kecamatan Tamalate), wilayah 

perdesaan (Kecamatan Biringkanaya), dan 

wilayah pesisir (Kecamatan Ujung Tanah). 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Juni sampai bulan November 2020. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

keluarga yang anggota keluarganya (anak) 

pernah melangsungkan pernikahan di bawah 

umur 18 tahun dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir. Keluarga-keluarga yang menjadi 

unit analisis dalam penelitian ini dibagi ke 

dalam dua tipe keluarga yaitu:  

1. Keluarga status sosial ekonomi rendah 

(KSSER) dengan kriteria: Pendidikan 

rendah (SD-SMP), status ekonomi 

rendah (penghasilan di bawah 3 

juta/UMK Kota Makassar), serta 

jumlah anak lebih dari 3 orang  

2. Keluarga status sosial ekonomi tinggi 

(KSSET) dengan kriteria: Pendidikan 

sedang/tinggi (SMA-Sarjana), status 

ekonomi tinggi (penghasilan di atas 3 

juta/UMK Kota Makassar), serta 
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memiliki jumlah anak kurang dari 3 

orang. 

Setiap keluarga yang menjadi informan 

penelitian dipilih secara purposive samping 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di 

atas. Adapun informan dalam penelitian ini 

berjumlah enam keluarga yang terdiri dari 

tiga keluarga dengan status sosial ekonomi 

rendah dan tiga keluarga dengan status sosial 

ekonomi tinggi. 

Keenam keluarga yang menjadi 

informan dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan tempat tinggal yaitu dua 

keluarga yang bertempat tinggal di 

Kecamatan Tamalate (1 KSSER dan 1 

KSSET), dua keluarga yang bertempat 

tinggal di Kecamatan Biringkanaya (1 

KSSER dan 1 KSSET), serta dua keluarga 

yang bertempat tinggal di Kecamatan Ujung 

Tanah (1 KSSER dan 1 KSSET). 

Setiap keluarga yang menjadi unit 

analisis penelitian diwakili oleh satu orang 

informan (suami atau istri). Adapun keenam 

informan tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 

di bawah ini.  

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

No Inisial Status 
Tempat 

Tinggal 
Ket 

1 
RH (45 

Tahun) 
Suami 

Kec. 

Tamalate 

KSSER 2 
IS (52 

Tahun) 
Istri 

Kec. 

Biringkanaya 

3 
AT (38 

Tahun) 
Istri 

Kec. Ujung 

Tanah 

4 
FZ (52 

Tahun) 
Istri 

Kec. 

Tamalate 

KSSET 5 

HH 

(43 

Tahun) 

Istri 
Kec. 

Biringkanaya 

6 
RR (37 

Tahun) 
Istri 

Kec. Ujung 

Tanah 

Sumber: Data Primer Penelitian  

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara mendalam, fokus grup 

diskusi (FGD), dan dokumentasi. Adapun 

teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model interaktif yang 

dikemukan oleh Miles et al., (2014). Dalam 

kerangka model interaktif tersebut, peneliti 

melakukan tiga kegiatan analisis data secara 

serentak, yaitu: (1) kondensasi data (data 

condensation); (2) penyajian data (data 

display); dan (3) penarikan 

kesimpulan/verifikasi (drawing and 

verifying conclusion). 

Dalam melakukan analisis data, peneliti 

juga menggunakan bantuan Computer 

Assisted Qualitative Data Analysis Softwarw 

(CAQDS) yaitu perangkat lunak Nvivo 12 

untuk membuat tema atau topik sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dari tema-tema 

besar yang dibuat, proses koding kemudian 

dilakukan dalam bentuk nodes dan child 

nodes dengan mengacu pada hasil transkip 

wawancara yang dilakukan dengan 

informan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

keluarga status sosial ekonomi rendah 

(KSSER) maupun keluarga status sosial 

ekonomi tinggi (KSSET) memiliki intensitas 

komunikasi yang cukup tinggi. Setiap 

anggota keluarga berhak mengeluarkan 

pendapat mereka masing-masing. Topik-

topik pembicaraan di dalam keluarga 

menyangkut berbagai hal, khususnya yang 

terkait dengan permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi oleh keluarga. Kondisi ini 

sejalan dengan Djamarah (2014) yang 

menyatakan bahwa komunikasi dalam 

keluarga dapat berlangsung secara timbal 

balik dan silih berganti, bisa dari orang tua 

ke anak, dari anak ke orang tua, atau dari 

anak ke anak. 

Namun komunikasi keluarga dalam 

pengambilan keputusan khususnya mengenai 

pernikahan bagi anak pada kedua tipe 

keluarga ini (KSSER dan KSSET) memiliki 

bentuk komunikasi yang berbeda satu 

dengan yang lain. Hal ini sebagaimana 

diuraikan di bawah. 

Keluarga Status Sosial Ekonomi Rendah 

(KSSER) 

Komunikasi keluarga di tingkat mikro 

(internal) pada keluarga status sosial 

ekonomi rendah (KSSER) cukup intens. 

Hampir setiap hari komunikasi tersebut 

dilakukan pada saat seluruh anggota 

keluarga berkumpul bersama-sama. 

Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di 
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dalam keluarga menyangkut berbagai hal, di 

mana sebagian besar terkait mengenai 

masalah rumah tangga berupa pekerjaan, 

ekonomi, dan urusan yang terkait dengan 

anak-anak. Pada konteks pernikahan, 

khususnya pernikahan pada anak, proses 

pengambilan keputusan dalam keluarga 

status sosial ekonomi rendah (KSSER) 

didominasi oleh orang tua. Kepala keluarga, 

dalam hal ini bapak merupakan penentu 

akhir dalam memutuskan pernikahan pada 

anak. Hal ini sebagaimana ungkapan AT (37 

tahun) saat peneliti menanyakan siapa yang 

paling dominan dalam mengambil keputusan 

terkait pernikahan pada anak, 

mengungkapkan bahwa: 

“Bapaknya ji ini anak yang putuskan 

ki kalau mau mi dikasih nikah MMH. 

Apa na bilang bapaknya langsung ji 

ku ikuti saja. Tidak berani tongka 

bantah-bantah ki” (AT, 20 November 

2020). 

Anak-anak pada keluarga status sosial 

ekonomi rendah (KSSER) seringkali juga 

dilibatkan dalam berdiskusi tetapi hanya 

sebatas memberikan pendapat dan masukan 

kepada orang tua. Pada keluarga status sosial 

ekonomi rendah (KSSER), anak sama sekali 

tidak memiliki kuasa untuk mengambil 

keputusan, termasuk keputusan pernikahan 

bagi dirinya sendiri. Meskipun demikian, 

keputusan menikahkan anak yang diambil 

orang tua pada keluarga status sosial 

ekonomi rendah (KSSER) sebagian besar 

disetujui oleh anak-anak informan. IS (52 

tahun) misalnya menyatakan bahwa:  

“Dia terima ji, bilang iye. Karena 

pacaran toh, suka sama suka ji 

mereka. Baru tidak sekolah mi juga. 

Tammat mi SMP, itu hari pas sudah 

ujian dikasih menikah ki” (IS, 07 

November 2020). 

Berbeda dengan kasus IS (52 tahun) di 

atas, kondisi yang sedikit berbeda ditemukan 

pada kasus AT (38 tahun), di mana 

keputusan yang diambil untuk menjodohkan 

dan menikahkan anaknya dengan kerabat 

sendiri mendapatkan penolakan dari anaknya 

di awal-awal keputusan. Dulu saat MMH 

(anak AT) menamatkan pendidikan pada 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Ia berkeinginan untuk melanjutkan 

pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Hal inilah yang menyebabkan 

MMH sempat menolak keputusan tersebut. 

Akan tetapi karena AT (38 tahun) beserta 

suami sering membujuk dan memberikan 

penjelasan kepada anaknya, sehingga lama-

kelamaan MMH menerima keputusan 

tersebut. Ungkapan AT (38 tahun) 

menyatakan bahwa: 

“Dulu tidak mau ki MMH. Menangis 

ki dulu. Dibujuk-bujuk ki sama 

bapaknya akhirnya maumi. Lama 

dulu baru mau ki. Ada dua bulan. 

Biasa kalau ditelpon ki na matikan ki 

HP nya, tidak mau bicara” (AT, 20 

November 2020). 

Temuan-temuan di atas menunjukkan 

bahwa pada keluarga status sosial ekonomi 

rendah (KSSER), pengambilan keputusan 

untuk menikahkan anak sangat didominasi 

oleh orang tua. Ayah selaku pemimpin di 

dalam keluarga memiliki kewenangan yang 

mutlak dalam mengambil keputusan 

pernikahan bagi anak mereka. Gambaran ini 

menurut Davis dan Rigaux (1974) 

sebagaimana dikutip oleh Ishak (1992) 

disebut sebagai bentuk husband dominan 

decision yaitu tipe keputusan yang sebagian 

besar diwarnai oleh pengaruh pihak suami 

daripada pengaruh anggota keluarga lainnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Butler et al., 

(2005) menyebutkan bahwa pengambilan 

keputusan semacam ini bersifat generik, di 

mana orang tua hampir selalu dipandang 

sebagai penentu akhir (the final say) dalam 

menimbang keputusan yang diambil. Dan 

biasanya, pengambilan keputusan semacam 

ini terjadi pada keluarga tradisional dengan 

tingkat status sosial ekonomi rendah. 

Anak-anak pada keluarga status sosial 

ekonomi rendah (KSSER) menunjukkan 

ketidakmampuan dalam menentukan hidup 

mereka sendiri, termasuk kuasa dalam 

menentukan kapan dan dengan siapa mereka 

ingin melangsungkan pernikahan. Pada 

keluarga status sosial ekonomi rendah 

(KSSER), kapasitas dan kemampuan anak 

dalam mengambil keputusan buat diri 

mereka sendiri cenderung sangat lemah. 

Temuan penelitian ini pada dasarnya sejalan 

dengan penelitian Kalosa, (2018) di Kota 
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Bogor, Jawa Barat yang menyatakan bahwa 

anak perempuan seringkali tidak memiliki 

kuasa atas tubuh dan hidupnya sendiri. 

Keputusan pernikahan yang dialami 

seringkali ditentukan oleh pihak-pihak di 

luar dari dirinya, semisal orangtua. 

Meskipun pengambilan keputusan 

pernikahan pada anak sangat didominasi 

oleh orang tua/bapak sebagaimana diuraikan 

di atas, akan tetapi setiap keputusan yang 

diambil oleh orang tua pada keluarga status 

sosial ekonomi rendah (KSSER) dapat 

diterima oleh anak-anak. 

Apabila mengacu pada teori skema 

hubungan keluarga yang diutarakan 

Fitzpatrick, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keluarga status sosial ekonomi 

rendah (KSSER) memiliki ciri komunikasi 

keluarga yang bersifat konsensual, di mana 

keluarga tipe ini memiliki tingkat 

percakapan/komunikasi yang tinggi serta 

kesesuaian/kepatuhan yang juga tinggi. 

Keluarga dengan ciri konsensus ini sering 

berbicara namun tetap menghendaki 

kewenangan orang tua yang jelas, sehingga 

dalam aspek pengambilan keputusan, 

pemimpin keluarga (suami/bapak) seringkali 

menjadi aktor yang sangat dominan 

(Littlejohn dan Foss, 2011). 

Secara lebih detail, komunikasi keluarga 

dalam pengambilan keputusan pada keluarga 

status sosial ekonomi rendah (KSSER) dapat 

ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Komunikasi keluarga dalam 

pengambilan keputusan menikahkan anak pada 

KSSER 

No Aspek Kajian KSSER 

1 Komunikasi 

Keluarga dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Pernikahan pada 

Anak 

 Memiliki intensitas 

komunikasi tinggi 

 Topik pembicaraan 

menyangkut 

banyak hal 

 Bentuk 

komunikasi 

keluarga berciri 

konsensus 

 Pengambilan 

keputusan 

pernikahan 

dilakukan orang 

tua 

 Ayah (kepala 

keluarga) menjadi 

pengambil 

keputusan 

dominan dalam 

keluarga 

 Kapasitas dan 

kemampuan anak 

dalam mengambil 

keputusan lemah 
Sumber: Data primer penelitian 

 

Keluarga Status Sosial Ekonomi Tinggi 

(KSSET) 

Komunikasi keluarga dalam 

pengambilan keputusan pada keluarga status 

sosial ekonomi tinggi (KSSET) sebagian 

besar dilakukan bersama-sama (orang tua 

dan anak). Pada keluarga status sosial 

ekonomi tinggi (KSSET), orang tua tidak 

selamanya menjadi pengambil keputusan 

mutlak/dominan di dalam keluarga. Setiap 

anggota keluarga (termasuk anak) bebas 

mengambil keputusannya masing-masing, 

terlebih dalam hal perkawinan. HH (43 

tahun) misalnya, mengungkapkan bahwa 

dalam proses pengambilan keputusan 

pernikahan pada anaknya, keputusan tersebut 

sangat bergantung pada keinginan anaknya 

sendiri. Selaku orang tua, HH (43 tahun) 

tidak memiliki kuasa untuk menentukan 

kapan dan dengan siapa anaknya dapat 

melangsungkan pernikahan. Hal ini 

sebagaimana ungkapannya menyatakan 

bahwa: 

“Artinya dari anak-anak mami, dia 

mami yang ambil keputusan toh. 

Karena kita itu sebagai orang tua 

pasti mauta iya bilang jangan mi 

dulu toh. Tapi kalau tidak mau 

menurut nah ditakutkan jangan 

sampai kawin lari ki”(HH, 10 

November 2020). 

Sebelum memutuskan untuk menikahkan 

anak, para orang tua terlebih dahulu 

membicarakan hal tersebut dengan kerabat 

dan terlebih kepada anak mereka. Selaku 

orang tua, para informan meminta pendapat 

dan memastikan kesediaan serta kesiapan 

anak mereka untuk melangsungkan 

pernikahan. Tidak jarang dalam proses 

komunikasi tersebut, orang tua juga 

menyampaikan dan memberikan nasihat 

kepada anak mereka akan beratnya 
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kehidupan berumah tangga. Beban dan 

tanggung jawab pasca berumah tangga tidak 

akan sama lagi seperti saat belum 

melangsungkan pernikahan. Kondisi ini 

diugkapkan RR (37 tahun) dan HH (43 

tahun) yang menyatakan bahwa:  

“Dibicarakan bilang mau miko 

menikah toh? Ku tanya siap ji ko 

kah? Na bilang iya. Tapi pasti mi na 

bilang iya karena pacarnya ji itu 

laki- laki” (RR, 16 November 2020).  

“Iye, pasti mi diajak komunikasi. 

Ditanya bahkan dulu bilang jangan 

mi cepat-cepat menikah. Tapi begitu 

mi alasanya, istilahnya mereka 

memang sudah mau mi untuk menuju 

ke situ (menikah), jadi susah mi juga 

mau ditolak. Memang ini si anak, 

dua-duanya sudah mau toh jadi 

susah mi juga” (HH, 10 November 

2020).  

Selaku orang tua, para informan pada 

keluarga status sosial ekonomi tinggi 

(KSSET) merasa tidak dapat lagi 

memaksakan kehendak kepada anak-anak 

mereka. Pola pikir anak zaman sekarang 

dianggap tidak sama lagi seperti jaman dulu, 

di mana semua keputusan yang diambil 

orang tua dapat diterima dengan baik oleh 

anak. 

Uraian-uraian di atas menunjukkan 

bahwa dalam hal pernikahan pada anak, 

keluarga status sosial ekonomi tinggi 

(KSSET) sangat bergantung pada keputusan 

dari anak mereka sendiri. Anak-anak menjadi 

pengambil keputusan yang sangat dominan 

dalam menentukan dengan siapa dan kapan 

mereka ingin melangsungkan pernikahan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak 

pada keluarga status sosial ekonomi tinggi 

(KSSET) memiliki kapasitas dan 

kemampuan yang cukup tinggi dalam 

menentukan keputusan. Temuan ini pada 

dasarnya menunjukkan hasil yang sama 

dengan penelitian Pradipta, (2017) yang 

menyatakan bahwa praktik pernikahan anak 

juga dipengaruhi oleh agensi dari anak itu 

sendiri di mana mereka bertindak atas 

keputusannya sendiri untuk melangsungkan 

pernikahan. Sejalan dengan hal itu, 

penelitian Schaffnit et al., (2019) di Tanzania 

juga menunjukkan hal yang sama di mana 

pengambilan keputusan pernikahan di negara 

tersebut dilakukan oleh pasangan yang akan 

melangsungkan pernikahan (anak itu 

sendiri). Anak merupakan pihak yang sangat 

berkuasa dalam memutuskan pernikahan 

bagi dirinya sendiri. Orang tua hanya 

berperan dalam perundingan untuk 

menentukan prosesi pernikahan yang akan 

dilangsungkan. 

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa orang tua pada keluarga 

status sosial ekonomi tinggi (KSSET) 

memiliki ketidakmampuan untuk menolak 

keinginan anak mereka untuk 

melangsungkan pernikahan. Hal ini 

disebabkan karena kekhawatiran apabila 

anak mereka melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan semisal kawin lari. Di mana 

kawin lari (silariang), sangat terkait dengan 

‘siri’ (malu) bagi orang tua maupun 

keluarga/kerabat. Dan hal ini masih sangat 

dipegang teguh oleh masyarakat (keluarga-

keluarga) di Sulawesi Selatan. Berdasarkan 

kondisi tersebut, temuan penelitian ini 

memperkuat penelitian Kotler (2010) yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

turut memengaruhi pengambilan keputusan 

seseorang yaitu faktor budaya yang meliputi 

peran budaya, sub budaya, dan kelas sosial. 

McKee dalam Wilkins et al., (2014) juga 

menyatakan bahwa salah satu dari empat 

fakta kunci tentang perilaku manusia yang 

dikemukakan oleh praktisi komunikasi 

pembangunan yaitu bahwa budaya dan 

jaringan memengaruhi perilaku individu dan 

masyarakat dalam bertindak. 

Sedangkan dalam konteks skema 

hubungan keluarga yang dikemukakan 

Pitzpatrick, temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa keluarga status sosial 

ekonomi tinggi (KSSET) memiliki bentuk 

komunikasi keluarga yang berciri pluralistik. 

Keluarga dengan ciri ini sering sekali 

berbicara terbuka, tetapi setiap orang dalam 

keluarga akan membuat keputusannya 

masing-masing termasuk anak. Orang tua 

tidak merasa perlu untuk mengontrol anak-

anak mereka, karena setiap pendapat dinilai 

berdasarkan kebaikannya (Littlejohn dan 

Foss, 2011). Setiap anggota keluarga dalam 

tipe ini cenderung bersifat independen dan 
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memiliki kapasitas dan kemampuan yang 

kuat dalam mengambil keputusan.  

Secara lebih detail, komunikasi keluarga 

dalam pengambilan keputusan pada keluarga 

status sosial ekonomi tinggi (KSSET) dapat 

ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Komunikasi keluarga dalam 

pengambilan keputusan menikahkan anak pada 

KSSET 

No Aspek Kajian KSSET 

1 Komunikasi 

Keluarga dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Pernikahan pada 

Anak 

 Memiliki 

intensitas 

komunikasi tinggi 

 Topik 

pembicaraan 

menyangkut 

banyak hal 

 

 Bentuk 

komunikasi 

keluarga berciri 

pluralistik 

 Pengambilan 

keputusan 

pernikahan 

dilakukan oleh 

anak itu sendiri 

 Kapasitas dan 

kemampuan anak 

dalam mengambil 

keputusan kuat 

 
Sumber: Data primer penelitian 

 

SIMPULAN 
Keluarga status sosial ekonomi rendah 

(KSSER) maupun keluarga status sosial 

ekonomi tinggi (KSSET) memiliki intensitas 

komunikasi yang cukup tinggi. Setiap 

anggota keluarga berhak mengeluarkan 

pendapat mereka masing-masing. Topik-

topik pembicaraan di dalam keluarga 

menyangkut berbagai hal, khususnya yang 

terkait dengan permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi oleh keluarga. Dalam hal 

pengambilan keputusan pernikahan bagi 

anak, pada keluarga status sosial ekonomi 

rendah (KSSER) dilakukan oleh orang tua. 

Bapak selaku pemimpin di dalam keluarga 

berperan besar dalam memutuskan 

pernikahan bagi anak mereka. Orang 

tua/bapak memiliki kewenangan yang 

mutlak dalam mengambil keputusan 

pernikahan pada anak mereka. Anak pada 

keluarga status sosial ekonomi rendah 

(KSSER) tidak memiliki kuasa dalam 

menentukan kapan dan dengan siapa mereka 

ingin melangsungkan pernikahan. Kapasitas 

dan kemampuan anak pada keluarga status 

sosial ekonomi rendah (KSSER) dalam 

mengambil keputusan cenderung sangat 

lemah. Sedangkan pada keluarga status 

sosial ekonomi tinggi (KSSET), 

pengambilan keputusan dalam hal 

pernikahan dilakukan oleh anak mereka 

sendiri. Anak-anak menjadi pengambil 

keputusan yang sangat dominan dan mutlak 

dalam menentukan dengan siapa dan kapan 

mereka ingin melangsungkan pernikahan. 

Anak-anak pada keluarga status sosial 

ekonomi tinggi (KSSET) memiliki kapasitas 

dan kemampuan yang cukup tinggi dalam 

menentukan keputusan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, 

maka diperlukan upaya dalam 

mengoptimalkan proses komunikasi 

informasi dan edukasi (KIE) terhadap orang 

tua dan anak akan pentingnya pendewasaan 

usia perkawinan. Sasaran komunikasi pada 

keluarga status sosial ekonomi rendah 

(KSSER) sebaiknya difokuskan pada orang 

tua (suami/bapak) sebagai pengambil 

keputusan dominan dalam keluarga, 

sedangkan pada keluarga status sosial 

ekonomi tinggi (KSSET) sebaiknya 

difokusan pada anak. Kampanye pencegahan 

pernikahan anak di sekolah-sekolah, baik 

pada organisasi intra sekolah (OSIS) 

maupun organisasi ekstra 

sekolah/ekstrakurikuler perlu dilakukan 

secara intensif. Diperlukan upaya dalam 

pelibatan peran serta masyarakat, 

stakeholder terkait, serta pemangku 

kepentingan dalam pencegahan praktik 

pernikahan anak dengan berbasis pada 

pemenuhan hak-hak anak, kearifan lokal, 

dan kekeluargaan. Diperlukan upaya dalam 

penguatan kelembagaan di tingkat 

kelurahan, pekerja sosial masyarakat, 

maupun kelompok-kelompok komunitas 

yang ada di masyarakat. Hal ini dapat 

dilakukan dalam bentuk sosialisasi, 

koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan 

pelatihan, serta sinergi program. Serta 

memperkuat fungsi Pemerintah Kota 

Makassar dalam memantau dan memastikan 
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praktik pernikahan anak tidak terjadi di 

masyarakat dengan menerapkan mekanisme 

pengaduan. 
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